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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena terkait permasalahan yang dihadapi diantaranya
pemahaman representatif SPBE masih rendah, kinerja pegawai dalam pemanfaatan SPBE
tidak bisa dibilang ideal dan kendala kemampuan khususnya di bidang inovasi data dan
korespondensi (TIK) di bidang administrasi SPBE. Inti dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana kemampuan ASN dalam meningkatkan kinerja Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Penelitian ini
menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat dirangkum
bahwa kompetensi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis belum
berjalan secara optimal hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian seperti:
(1)Pengetahuan terhadap kemampuan profesional dalam bidang pekerjaan para pegawai dinas
sudah cukup baik; (2) Pengetahuan teknis terkait penyelenggaraan SPBE di lingkungan
Pemda Kabupaten Ciamis ternyata masih belum seluruhnya dilaksanakan pegawai
Diskominfo; (3) Pegawai memiliki keahlian teknis sesuai dengan bidangnya berjalan kurang
baik; (4) Pegawai telah mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dilihat
berdasarkan lama bekerja; (5) Pegawai belum bisa mengatasi masalah yang terjadi pada
pekerjaannya; (6) Pegawai belum memiliki inisiatif dalam membantu rekan kerja berjalan
belum optimal; (7) pegawai memiliki keramahan dan kesopanan yang cukup baik dalam
menjalankan pekerjaan yang dilihat dari kuisoner yang dibagikan Diskominfo dalam laman
resminya.

Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Diskominfo

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik nyatanya sangat
diperlukan wupaya nyata dalam meningkatkan efektifitas dan keterpaduan
penyelenggaraan Pemerintahan, terutama pelayanan pada masyarakat (Pratama, R,
DKk. 2021). Maka dari itu pemerintah berinovasi mengembangkan penyelenggaraan
pemerintah berbasis elektronik atau kerap dikenal dengan e-Government. Salah satu
wujud nyata pemerintah adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).
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Pentingnya SPBE salah satunya didasari dari kebutuhan pemerintahan yang
transparan dan tuntutan akan era digital. Salah satu intinya adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (Yuhefizar, Y., Sanjani, H., & Chadri, R. 2019: 304). Di Indonesia sendiri
salah satu pelayanan dalam pemerintahan berbasis elektronik terdapat dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menerapkan dan atau
mengimplementasikan dalam sebuah kebijakan yang mengacu pada Perbup Nomor
83 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah. Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merupakan Perangkat Daerah yang
berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkann Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi DannTata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika, ditulis bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis
mempunyaiitugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Maka dari itu Dalam penerapan SPBE, pemerintah daerah harus mengatur
aksesibilitas aset, baik SDM, kantor serta aset lainnya yang terkait dengan
pelaksanaan SPBE di Kabupeten Ciamis. Sumber Daya Manusia merupakan sumber
daya yang paling utama dalam pelayanan penerapan SPBE. Dalam hal ini sumber
daya manusia yang dimaksud adalah kompetensi pegawai. Pemerintah Daerah
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, sebagai organisasi
terdepan harus memiliki profesionalisme terutama dalam kompetensi pegawainya
sebagai garda terdepan.

Sementara menurut Amstrong dalam Moeheriono, (2012:6), menyebutkan
bahwa kompetensi merupakan dimensi tindakan dari pekerjaan dan berdampak pada
kinerja, yang mana tindakan tersebut digunakan oleh karyawan untuk menyelesaikan
tugas atau pekerjaan mereka dengan memuaskan, namun tingkatan kinerja mereka
pun biasanya terbukti dalam bentuk yang bervariasi. Adapun menurut

Setiadiputra, R. Y. P. (2017:18) menyatakan bahwa kompetensi merupakan
kemampuan kerja setiap sumber daya manusia yang mencakup sisi pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Pegawai adalah fakor penting dalam suatu organisasi karena berhasil
tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang
memimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi
tersebut. Berdasarkan hal tersebut, agar terciptanya profesional, efektif dan efisien
maka ASN harus memenuhi unsur pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan
sikap perilaku (attitude). maka kompetensi merupakan bagian dari pengembangan
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karir aparatur atau ASN. Hal tersebut sejalan dengan UU ASN nomor 5 Tahun 2014,
Pasal 69, yang menyebutkan bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Ciamis masih mengalami kendala
terutama dalam sumber daya manusia pada bidang TIK dirasa masih kurang baik.
Hal tersebut diketahui berdasarkan data resmi Diskominfo sebagaimana tabel di
bawah ini.

Tabel. 1
Pencapaian Kinerja

Jumlah SDM Bidang TIK
Tahun
2017 2018 2019 2020

Target 8

Renstra  orang

Realisasi 1 1 1

Capaian orang orang orang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, 2022.

Indikator

Jumlah SDM bidang TIK memiliki target 8 orang pada tahun 2017 sedangkan
realisasi 1 orang sehingga persentasenya menjadi 12,5 %, hal tersebut karena masih
terbatasnya dana/ anggaran untuk pengadaan SDM TIK yang memadai, tahun 2018-
2020 tidak memiliki target karena apabila 8 orang pada tahun 2017 tercapai sudah
dianggap cukup untuk membantu menjalankan tugas khususnya dibidang IT
sehingga tahun 2018 sampai dengan 2019 sama dengan realisasi tahun 2017 yaitu
tetap 1 orang, pada tahun 2020 tidak tercantum target dan realisasi karena ada
perubahan indikator untuk renstra tahun 2020-2024 (Diskominfo, 2022).

Meskipun Berdasarkan hasil evaluasi SPBE 2021, Kabupaten Ciamis mendapat
predikat baik dengan nilai 3,32. Namun data laporan dari Kemenpan RB menyebut
bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Ciamis masih belum mengacu pada standar
penyelenggaraan SPBE yang ada di dalam pedoman menajemen resiko SPBE
(Laporan Hasil Evaluasi Kemenpanrb, 2021).

Selain itu, dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis diketahui terdapat permasalahan yang kompleks yaitu belum
optimalnya penerapan e-government seperti OPD yang belum terintegrasi dengan
internet yang disediakan oleh Diskominfo, hal tersebut di indikasikan terjadi karena
terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya kegiatan khusus dalam
rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

Sejalan dengan hasil observasi peneliti, diduga kompetensi SDM Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam Penerapan SPBE di
Pemerintah Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Hal ini dapat ditunjukkan
dengan indikator masalah sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya kompetensi pegawai utamanya bidang teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) dalam menatakelola manajemen SPBE.
2. Kurangnya kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
atau kompetensi ASN dalam pembangunan dan pengembangan SPBE.
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Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“ Analisis Kompetensi pegawai dalam optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis”.
Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut : Bagaimana kompetensi pegawai dalam mengoptimalkan
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Diskominfo Kabupaten
Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA
1. Konsepsi Kompetensi

Kompetensi merupakan aspek paling penting terkait kemampuan dan
pengetahuan seseorang atau individu dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan. Adapun pengertian kompetensi menurut Wibowo dalam Oemar, Y.
(2015:120) adalah : ” Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu
pekerjaan atau tugas yang didasari atas Keterampilan dan pengetahuan serta sikap
kerja yang diperlukan untuk pekerjaan itu ”. Sementara menurut Edison, dkk.
(2017:140) kompetensi adalah : “Kemampuan individu untuk melaksanakan suatu
pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal
yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap”.

Kompetensi menurut Dewi,R. (2021:25) merupakan pada dasarnya merupakan
pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu yang telah
melekat pada perilakunya dalam berbagai keadaan dan tugas pekerjaannya. Menurut
Callista, N. (2016:46) dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas, dibutuhkan suatu kompetensi. Karena jika karyawan tidak mempunyai
kompetensi akan menimbulkan permasalahan bagi suatu organisasi karena akan
menghambat tujuan program yang ingin di capai.

Maka dari itu kompetensi dapat disimpulkan sebagai suatu kemampuan,
keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan serta didukung
dengan sifat yang melekat pada perilakunya.

2. Pengertian Dimensi Kompetensi Pegawai

Dalam menjalankan berbagai keadaan dan tugas yang diembannya, maka
pegawai harus memahami tujuan, pengetahuan dan standar yang ada dalam sebuah
organisasi. Maka dimensi kompetensi pegawai McAshan (dalam Sutrisno, 2011:203)
menyatakan apabila kompetensi diartikan sama dengan kemampuan, maka dapat
diartikan pengetahuan memahami tujuan bekerja, pengetahuan dalam melaksanakan
kiat-kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami
betapa pentingnya disiplin dalam organisasi agar semua aturan dapat berjalan
dengan baik.

Sementara kompetensi menurut (Emron edison, 2016:143) untuk memenuhi
unsur kompetensi, seseorang pegawai harus terdapat unsur di bawah ini:

a. Pengetahuan, mempunyai pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara

formal dan dari pelatihan atau kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang
diampunya.
b. Keahlian, mempunyai keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya

Halaman | 192



Jurnal OTONOMI
Volume 1, Nomor 2, November 2024 E-ISSN : 3064-013X (online)
Website: https:/ /ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi Halaman: 189-202

dan mampu menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli, ia harus
memiliki kemampuan (ability) memecahkan masalah dan menyelesaikannya
dengan cepat dan efisien.

c. Sikap, Menjunjung tinggi etika organisasi, dan memiliki sikap positif dalam
bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam
melaksanakan pekerjaan dengan baik, ini hal penting bagi pelayanan, bahkan
memiliki pengaruh terhadap citra organisasi.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Awaludin, L. 2019: 119). Definisi lain

SPBE menurut Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021:2) adalah bentuk komitmen dari

pemerintah untuk memperkuat kemitraan antara wargaanegara dan sektor publik.

Instansi pemerintah telah mulai menggunakan teknologi informasi untuk

meningkatkan layanan pemerintah kepada publik, meningkatkan hubungan baik

dengan bisnis dan industri, dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen

pemerintah (Hasan, R., Setiawan, A., Kustiawan, M. R., & Nursetiawan, I., 2024).

Berikut ruang lingkup SPBE pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres

Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mencakup pengaturan berikut:

a. Tata Kelola SPBE;

b. Manajemen SPBE;

c. Audit Teknologiilnformasi dan Komunikasi;
d. PenyelenggaraaSPBE;

e. PercepatannSPBE; dan

f. Pemantauanndan evaluasi SPBE.
4. Layanan SPBE
a. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan
membuka ruang partisipasi masyarakat.

1) Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka
ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah
dapat hadir dalam melayani yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan
khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan
publik yang akan memberi manfaat bagi masyarakat.

2) Strategi untuk mencapai pengembangan Layanan SPBE yang ditujukan bagi
pengguna SPBE dan ruang terbuka partisipasi masyarakat adalah:
memastikan terpenuhinya kebutuhan Pengguna SPBE atas Layanan SPBE;
dan 2. Membangun portal pelayanan publik dan penyelenggaraan
pemerintahan.

b. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan.

1) Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis, terstruktur

dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan
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SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

2) Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanannSPBE yang
berkesinambungan adalah: melakukan integrasi layanan di dalam dan antar
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan mengimplementasikan dan
menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan
tepat sasaran.

5. Sumber Daya Manusia SPBE
a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan
keberhasilan dari SPBE

2) Pemerintah Pusat dan Daerah melalui komitmen, ketauladanan, dan arahan
dari pimpinannya. Dengan kepemimpinan SPBE tersebut diharapkan dapat
mendorong lingkungan dan budaya kerja yang dapat mendukung
kemajuan SPBE.

3) Strategi agar tercapainya pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi
Pusat dan Daerah adalah: meningkatkan pengetahuan dan penerapan
praktik terbaik SPBE bagi atasan di Instansi Pusat dan Daerah; dan
membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi semua aparatur.

b. Peningkatan kapasitas SDM SPBE

1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan
standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis, pola
karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan,
pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik,
berkesinambungan, dan memenuhi sesuai harapan pengguna.

2) Cara dan strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE antara
lain: mengembangkan jafung aparatur yang terkait dengan SPBE; dan
membangun kerjasama pihak non pemerintah dalam peningkatan
kompetensi teknis aparatur, penyediaan tenaga ahli, peneliti, serta
pembangunan dan pengembangan SPBE.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono dalam Putra, M. A., Qorib,pF., &
Ghofur, M. A. 2019: 64). Penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi
penelitian deskriptif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:335-336) metode
kualitatif merupakan Analisis data, proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
dan orang lain.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak dan sebelum memasuki
lapangan dan selama di lapangan serta setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-
langkah analisis data yang dapat dilakukan sebagaimana pendapat Miles dan
Huberman (dalam sugiyono 2014:337-338) sebagai berikut:

1. Reduksi Data;

2. Data Display;
3. Penarikan Kesimpulan; serta
4. Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dari studi tentang cara terbaik menerapkan kompetensi
ASN SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, peneliti
paparkan berdasarkan unsur-unsur kompetensi yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan
sikap menurut Emron edison, (2016 :143):

1. Pengetahuan Kemampuan Profesional

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan terhadap kemampuan profesional
dalam bidang pekerjaan para ASN dinas sudah cukup baik. Hal tersebut diketahui
dari penguasaan dalam bidang pekerjaan para pegawai secara keseluruhan sudah
menguasai bidang pekerjaan mereka masing-masing.

Tidak ada hambatan dalam indikator ini karena pegawai sudah bertanggung
jawab atas pekerjaannya sesuai dengan Perbup Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Hal tersebut sejalan dengan definisi kompetensi menurut edison (2016: 145) yang
menjelaskan memiliki pengetahuan dalam bidang pekerjaan yang ditangani harus
didapatkan pegawai, hal tersebut dapat didapatkan dari belajar secara formal atau
dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus terkait.

2. Pengetahuan Kemampuan Teknikal

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan terhadap kemampuan teknis belum
berjalan optimal. Hal ini terlihat dari pengetahuan teknis terkait penyelenggaraan
SPBE dilingkungan Pemda Kabupaten Ciamis ternyata masih belum optimal
dilaksanakan pegawai Diskominfo. Pelaksanaan SPBE yang seharusnya berpedoman
pada Manajemen SPBE masih belum mendapat hasil maksimal. Adapun SPBE yang
tidak dilakukan optimal seperti manajemen keamanan informasi, aset TIK, layanan,
pengetahuan dan perubahan.

Hal tersebut terjadi karena pegawai belum memahami sepenuhnya terkait
manajemen SPBE dan ketentuan penyelenggaraan SPBEoleh pemangkuttugas pada
setiap perangkat daerah,termasuk pada internal di Diskominfo. Maka hal tersebut
menyebabkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Ciamis masih belum mengacu pada
standar penyelenggaraan SPBE yang ada di dalam pedoman menajemen resiko SPBE.
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Adapun hambatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya terjadi karena
kurangnya pemahaman penyelenggaraan SPBE. Sedangkan upaya yang dilakukan
Diskominfo adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang mencakup peningkatan
pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan perubahan sikap dan
perilaku, dan koreksi terhadap kelemahan kinerja.

Sebagaimana dalam Gordon (dalam Sutrisno 2011:204) mengungkap bahwa
seorang pegawai harus mengetahui, mengidentifikasi pedoman pelaksanaan
program, dan juga mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan yang baik
sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi.

3. Keahlian Teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang diampu

Berdasarkan hasil penelitian pegawai memiliki keahlian teknis sesuai dengan
bidangnya berjalan kurang baik. Hal tersebut diketahui terdapat beberapa bidang
seperti bidang Persandian dan Telematika serta bidang Pengelolaan Statistik dan Data
Elektronik sudah cukup baik melaksanakan penyelenggaraan SPBE. Tetapi terdapat
bidang yang masih memiliki kendala, pada bidang Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Informasi dimana pegawai masih belum membuat pedoman standar di
semua penerapan audit, baik audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit
Keamanan SPBE. Hal tersebut membuat pelaksanaan SPBE di kabupaten Ciamis
masih belum berjalan baik sesuai dengan pedoman yang seharusnya dibuat.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan
pemahaman pegawai terkait penyelenggaraan SPBE dalam bidang yang diembannya.
Karena belum dibuatnya pedoman atau standar dalam penerapam audit dapat
berdampak besar bagi pengoptimalan SPBE di wilayah Pemkab Ciamis. Kemudian
upaya yang dilakukan dalam penyelenggaran SPBE adalah memberikan arahan
kepemimpinan kepada pegawai, agar mampu memiliki keterampilan dan
mengelolanya agar mendapatkan hasil yang optimal. Sebagaimana  definisi
kompetensi Menurut Edison, dkk. (2017:140) kompetensi adalah: Kemampuan
individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki
keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian,
dan sikap.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan juga menemukan
bahwa penyelenggaraan SPBE memerlukan SDM yang mumpuni baik internal dan
eksternal. Namun didapatkan bahwa pegawai yang berkompeten dalam TIK masih
kurang. Hal tersebut diketahui karena tidak adanya pendidikan dan pelatihan TIK
sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan SPBE, sesuai dengan tupoksi dari para
pegawai.

Adapun hambatan yang dialami adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki
oleh Diskominfo untuk melakukan pendidikan dan pelatihan secara masif dan
berkesinambungan. Maka upaya yang dilakukan untuk penyelenggaraan SPBE dapat
berjalan optimal, adalah mengupayakan diklat bagi pegawai dengan pagu yang ada

Halaman | 196



Jurnal OTONOMI
Volume 1, Nomor 2, November 2024 E-ISSN : 3064-013X (online)
Website: https:/ /ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi Halaman: 189-202

sesuai dengan tupoksi dari para aparatur. Hal tersebut sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang
pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat. Pada Pasal 70 disebutkan bahwa
setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya
melalui pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Arbani, A. (2021:26) bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai
merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memberi kontribusi pada
peningkatan produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi. Diklat bagi pegawai
harus diberikan secara rutin agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk
peningkatan kinerja. Oleh karena ini program pelatihan harus mendapat perhatian
melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi setiap pegawai.

Sementara itu, kompetensi menurut Emron Edison (2016:145) yang menyebut
bahwa Keahlian dalam kompetensi harus dimiliki pegawai terhadap bidang
pekerjaan yang di tanganinya dan mampu menangai secara detail.

4. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah

Indikator selanjutnya yaitu seorang pegawai harus mempunyai kemampuan
dalam mengidentifikasi masalah. Pada indikator ini sudah berjalan baik hal itu
terlihat dari persentase data pegawai berdasarkan lama bekerja, pegawai ASN di
Diskominfo Kabupaten Ciamis telah bekerja lebih dari 15 tahun dengan total
mencapai 57% orang pegawai. Hal tersebut menunjukan bahwa pegawai telah
berpengalaman dan mampu mengidentifikasi masalah dengan baik.

Adapun data pegawai berdasarkan lama bekerja telah kami buat dalam bentuk tabel
di bawah ini.

Tabel. 2
Data Pegawai ASN Berdasarkan Lama Bekerja
No. Lama Bekerja ]umlah. Persentas
Pegawai e
1 <5 tahun 5 24%
2 6-10 tahun - -
3 11-15 tahun 4 19%
4 >15 tahun 12 57%
Total 21 100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, 2022.

Seorang pegawai harus memiliki keterampilan teknik dalam memahami
persoalan organisasi, seperti menurut Sari, A. D. P., Rumerung, J., & Lapod, M. 2022:
29 menyebutkan bahwa keterampilan teknis adalah kemampuan untuk
menggunakan ilmu pengetahuan, metode dan teknik-teknik tertentu dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan secraa rinci. Teknik adalah suatu cara kerja yang
sitematik dan umum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Makin
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baik suatu metode dan teknik makin efektif pula pencapainnya. Tetapi, tidak ada satu
metode dan teknik pun dikatakan paling baik atau dipergunakan bagi segala
pencapaiannya.

5. Kemampuan Mencari Solusi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui masih terdapat pegawai yang tidak bisa
mengatasi masalah yang terjadi pada pekerjaannya. Jika salah satu pegawai tidak bisa
melakukan fungsinya biasanya cenderung menyuruh orang lain melakukan
pekerjaan mereka. Hal ini dikarenakan pegawai yang berusia lanjut harus
menyesuaikan aturan baru seraya mendukung pelaksanaan e-governance dan dalam
hal ini adalah penggunaan TIK. Hal tersebut perlu penyesuaian dan memerlukan
waktu untuk memahami pengelolaan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Hambatan yang dialami Diskominfo Ciamis adalah pada pegawai yang
masih sulit menerima pemahaman terkait penyelenggaraan SPBE dan lebih memilih
untuk menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil tersebut maka Diskominfo Kabupaten Ciamis berupaya
melakukan pendekatan secara personal antara pimpinan dan bawahan. Maka dalam
hal ini peran bijak kepemimpinan dalam penyelenggaraan SPBE sangat diperlukan
agar para pegawai bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Kompetensi dalam menjalankan pekerjaan dan fungsinya di kantor masing-
masing setidaknya terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur, yakni
kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari
tingkat dan jurusan pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja
secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dariitingkat
pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman dalam bekerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga
memiliki wawasan kebangsaan (Kemenpanrb, 2018).

6. Inisiatif

Berdasarkan hasil penelitian, pegawai telah memiliki inisiatif dalam membantu
rekan kerja berjalan belum optimal. Hal tersebut terlihat pada perilaku anggota yang
terbiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan di
bidangnya. Maka mereka tidak melakukan pekerjaan diluar bidang yaang diemban
tanpa adanya arahan dari pimpinan.

Berdasarkan Lukito (dalam Putri, F. R, & Supriadi, Y. N. 2022: 14)
Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah perilaku karyawan yang bersifat
sukarela yang dikerjakan individu di dalam lingkungan kerja baik yang dilakukan
terhadap rekan kerja atau perusahaan. OCB dalam karyawan dapat terlihat
berdasarkan sikap yang patuh terhadap aturan dan kebijakan di organisasi atau
perusahaan, bersedia membantu mengerjakan tugas-tugas lebih yang diberikan
organisasi atau perusahaan dengan baik.
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Hambatan dalam indikator ini adalah pegawai masih belum memahami
landasan berprilaku dalam organisasi. Adapun upaya yang dilakukan adalah
meningkatkan kembali terkait pemahaman nilai dan Kode Etik dan Perilaku yang
diharapkan dapat mewujudkan aparattpemerintah yang bersih, berwibawa, serta
bertanggung jawab.

7. Keramahan dan Kesopanan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pegawai Diskominfo Kabupaten
Ciamis memiliki keramahan dan kesopanan dalam menjalankan pekerjaan. Hal
tersebut dapat dilihat dari kuisoner yang dibagikan Diskominfo dalam laman
resminya yang rata-rata menyebutkan bahwa pelayanan publik terkait kesopanan
dan keramahan petugas dinilai telah cukup baik.

Adapun sebagai indikator lain, terdapat pada angka Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang memperoleh nilai capaian 84, 08, capaian tersebut dapat
dijadikan indikator sebagai keberhasilan Diskominfo dalam mengoptimalkan
pelayanan publik (LAKIP KOMINFO TA 2021). Tidak ada hambatan dalam indikator
pegawai yang memiliki keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan pekerjaan
dan serius menanggapi keluhah karena telah berjalan baik dan optimal.

Sebagaimana uraian di atas, kualitas pelayanan sangat tergantung pada
berbagai aspek secara teoritis Tjiptono, (dalam Salsabila, W. F. 2022: 165) memberikan
penjelasan tentang ciri-ciri atau atribut dalam kualitas pelayanan, yaitu: 1) Ketepatan
waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses. 2) Akurasi
pelayanan,yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan. 3) Kesopanan dan
keramahan dalam memberikan pelayanan. 4) Kemudahan dalam mendapatkan
pelayanan, misalnya banyaknya pekerja yang melayani dan banyaknya fasilitas
pendukung, seperti komputer.5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan,
berkaitan dengan lokus, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan
informasi dan lain-lain. 6) Atribut pendukung lainnya seperti ruang tunggu yang
nyaman, kebersihan, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kompetensi pegawai dalam
mengoptimalkan penerapannSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dapat
disimpulkan bahwa secara umum telah dilaksanakan cukup baik. Namun masih
adanya hambatan dalam penerapan SPBE terkait kompetensi pegawai Diskominfo
sebagaimana yang kami rangkum sebagai berikut.

Pertama, pegawai belum memahami sepenuhnya terkait manajemen SPBE dan
ketentuan penyelenggaraan SPBE oleh pemangku tugas padasetiap OPD,termasuk
pada internal di Diskominfo. Kedua kurangnya pelatihan dan pendidikan pegawai
terkait penyelenggaraan SPBE dalam bidang yang diembannya sehingga pegawai
yang berkompeten dalam TIK masih kurang. Ketiga, pegawai yang berusia lanjut
harus menyesuaikan aturan baru seraya mendukung pelaksanaan e-governance dan
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dalam hal ini adalah penggunaan TIK. Keempat belum memiliki inisiatif dalam
membantu rekan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka rekomendasi sebagai
upaya meningkatkan kompetensi pegawai dapat ditempuh dengan melakukan
pendidikan dan pelatihan secara masif bagi pegawai dalam mendukung
penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Ciamis. Peningkatan keahlian dalam
penggunaan TIK seharusnya lebih ditingkatkan dan melibatkan dorongan pimpinan.
Dan selanjutnya terkait etika dan perilaku pegawai, Diskominfo bisa membuat aturan
tersebut yang dibuat spesifik di dalam internal organisasi.
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